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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan adalah tindakan yang diberikan oleh perusahaan atau individu 

kepada konsumen tanpa bentuk kepemilikan fisik. Konsumen dalam hal ini adalah 

kelompok orang yang mendapatkan manfaat dari tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaan yang menyediakan layanan (Moenir, 2002:6). Agustino (2008) 

mengungkapkan bahwa terdapat pandangan dan anggapan negatif dari masyarakat 

umum terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, termasuk 

tanggapan yang lambat, prosedur yang rumit dan terlalu birokratis, kurangnya 

efisiensi, dan kurangnya koordinasi antar instansi yang menyelenggarakan 

pelayanan publik. Semua ini menyebabkan persepsi masyarakat terhadap birokrasi 

yang buruk dan kurangnya komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik. 

Tanggung jawab, otoritas, dan standar pelayanan minimal diberikan kepada 

pemerintah Indonesia oleh UU tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan 

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Akibatnya, setiap daerah di Indonesia 

(Kotamadya atau Kabupaten) harus memberikan pelayanan publik terbaik sesuai 

dengan standar minimal. 

Salah satu indikator paling nyata untuk mengukur kinerja pemerintah adalah 

layanan publik. Kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat dapat langsung 

menentukan penilaian terhadap kinerja pemerintah, karena berbagai bagian 

masyarakat dapat merasakan kualitas layanan tersebut.  

Saat ini, pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah masih 

mengalami banyak kelemahan, yang menyebabkan masyarakat tidak memenuhi 



       

12 
 

harapan kualitas. Banyak keluhan masyarakat masih diberitakan di media massa, 

menciptakan gambaran yang buruk tentang pemerintah. Mengingat peran penting 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat, kualitas pelayanan harus terus 

ditingkatkan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Kecamatan memainkan peran strategis yang signifikan dalam manajemen dan 

penyediaan layanan untuk berbagai kebutuhan masyarakat (Batinggi, 2005). 

Pembangunan, urusan kemasyarakatan, dan pemerintahan umum adalah tanggung 

jawab utama kecamatan. Ini termasuk memberikan layanan masyarakat dan 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh bupati atau walikota. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, 

Pasal 11 mengatur bahwa camat diserahi tanggung jawab tertentu dan diberi 

wewenang oleh bupati atau walikota untuk melaksanakan berbagai kewajiban 

pemerintahan di wilayah hukum kabupaten atau kota. Tujuan dari pelimpahan 

wewenang ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan 

mengefektifkan birokrasi. Dibandingkan dengan sistem desentralisasi dengan 

pengaturan yang cenderung sentralistik, kualitas pelayanan di kecamatan 

diharapkan akan meningkat secara signifikan dengan menjadi perangkat daerah. 

Kecamatan Plaju adalah bagian dari pemerintahan yang melaksanakan 

kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang diberikan 

oleh Kantor Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. PATEN menyediakan 

beberapa bentuk pelayanan, seperti: 

Karena masyarakat adalah pelanggan pelayanan publik dan memiliki peran 

penting dalam mencapai kesejahteraan mereka dan untuk memenuhi harapan 

masyarakat yang mengandalkan layanan tersebut. 
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Sumber daya manusia adalah komponen yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan, menurut Kasmir (2016:3). Ini berarti bahwa, karena pegawai 

berinteraksi langsung dengan masyarakat, pelayanan yang baik dan berkualitas 

tinggi memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang handal, mahir, dan 

siap. PATEN memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih 

cepat dan dapat diukur dibandingkan sebelumnya. 

Pengertian PATEN diperkenalkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Daerah. 

PATEN yang tergolong dalam pelayanan publik menurut ayat 4 pasal 1 peraturan 

tersebut, terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penerbitan dokumen hingga 

permohonan yang disampaikan dari satu lokasi. Melalui PATEN, tujuannya adalah 

untuk menyederhanakan administrasi berbagai layanan baik terkait izin maupun 

non-izin dan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan lebih 

efisien, tanpa perlu mengunjungi kantor secara fisik. 

PATEN meningkatkan layanan di kecamatan dan mendekatkan layanan 

kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengubah kinerja pemerintah dan 

memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Perubahan yang dihasilkan 

oleh PATEN mencakup penerapan standar baru untuk layanan, penerapan sistem 

yang lebih canggih, dan penyediaan fasilitas yang lebih baik. 

Sebelum ini, ketika seseorang datang ke kantor kecamatan untuk mengurus 

surat atau rekomendasi, prosesnya memakan waktu antara tiga hingga empat hari 

hingga satu minggu karena camat atau petugas yang berwenang kadang-kadang 

tidak dapat hadir. Namun, PATEN menjamin bahwa penduduk diberikan bantuan 

yang tepat waktu dan terukur sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. 
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Apabila petugas yang ditunjuk tidak hadir, tanggung jawab dialihkan kepada 

petugas alternatif yang ditunjuk untuk memastikan masyarakat terus menerima 

layanan yang konsisten. 

Observasi awal yang dilakukan peneliti mengungkap kekhawatiran terkait 

usulan izin tempat usaha. Layanan selanjutnya sering kali mengalami penundaan 

yang melampaui perkiraan awal, sehingga gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, petugas kantor memiliki sikap yang tidak ramah saat memberikan 

layanan. Selama memberikan layanan, petugas tidak senyum atau salam kepada 

pelanggan.  

Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena-fenomena di antaranya adalah:  

1. Pegawai masih kurang ramah.  

2. Sarana dan prasarana belum dimanfaatkan secara optimal. 

3. Petugas belum tanggap dan memberikan perhatian.  

4. Pelayanan di kecamatan masih lama dari yang diharapkan dan belum mampu 

memberikan kepuasan masyarakat. 

Mengacu pada gambaran awal situasi, penulis merasa tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul: KUALITAS PELAYANAN 

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN 

SEBERANG ULU II  

1.2 Rumusan Masalah 

Penulis penelitian ini menemukan masalah berikut berdasarkan konteks 

yang diuraikan dalam latar belakang: 

1. Bagaimana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang 
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2. Apa sajakah faktor-faktor yang Menghambat Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Seberang Ulu II Kota 

Palembang 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setelah memberikan penjelasan tentang masalah sebelumnya, penulis 

penelitian menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa Kualitas Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi Penghambat Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Seberang Ulu II  Kota 

Palembang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini: 

A. Secara Teoritis 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengaitkan teori-teori penulis dengan situasi 

nyata di lapangan dan menerapkannya. 

B. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan saran kepada 

kecamatan untuk melakukan evaluasi yang lebih baik dan meningkatkan 

pelayanan publik. 
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